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     Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan  antara 
Pengetahuan Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Kekeliruan dalam Laporan PPN pada 
perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang secara parsial. 
Dimana penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan desain penelitian 
kausalitas. Dengan jumlah sampel di KPP Madya Palembang yang diambil dengan 
menggunakan teknik simple random sampling sebanyak 92 wajib pajak badan dari total 
populasi sebesar 1.125 wajib pajak badan yang diakumulasi dari tahun - tahun sebelumnya 
sampai dengan akhir tahun 2015. Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan 
metode survei dan dokumentasi yang di analisis dengan menggunakan regresi linear 
sederhana. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan wajib pajak badan berpengaruh 
terhadap tingkat kekeliruan dalam laporan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya 
Palembang. 
 




      The aim in this study to find out whether there is a relationship between Knowledge of the 
Agency's Taxpayer Against the level of Confusion in the report the VAT on company registered 
in Tax Services Office Associate Palembang partially. Where this research using quantitative 
analysis techniques to the design of the study causality. With the number of samples in the KPP 
Madya Palembang is drawn using simple random sampling technique as much as 92 taxpayers 
agency out of a total population of 1125 taxpayers agency accumulated from previous years up 
to the end of the year 2015. Method of data collection is done using the method of survey and 
documentation on linear regression analysis using simple. From the results of the research note 
that the taxpayer's knowledge of the Agency's influence on the level of confusion in the report 
value added tax in KPP Madya Palembang. 
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1.1 Latar Belakang 
Diketahui bahwa beberapa wajib pajak di KPP Madya Palembang yang melakukan 
restitusi/ kompensasi mengalami kendala dalam upaya pengembalian kelebihan bayar 
PPN. Hal ini disebabkan oleh laporan yang dilaporkan wajib pajak memiliki 
beberapa kesalahan atau kekeliruan yaitu salah satunya ialah pajak masukan yang 
telah di bebankan, faktur pajak yang tidak mencantumkan minimal identitas, pajak 
masukan yang sudah lewat dari masa pengkreditan pajaknya. Berikut merupakan 

















2013 176 59.416.065.452 58.941.237.959 474.827.493 
2014 182 121.964.523.602 118.646.759.489 3.317.764.113 
2015 140 75.015.170.740 74.215.946.080 799.224.660 
 
Dari nilai diatas diketahui selisih dari pihak pajak dan wajib pajak cukup besar (lihat 
di selisih) hal ini menunjukan bahwa adanya koreksi pajak. Dalam wawancara penulis 
dengan karyawan pajak, di KPP Madya Palembang, beliau mengatakan penyebab dari 
selisihnya nilai lebih bayar tersebut karena adanya koreksi pajak, koreksi pajak 
kebanyakkan bisa disebabkan dari faktur pajak yang penjualannya belum dipungut PPN 
dan pajak yang seharusnya tidak dimasukan contohnya pajak kendaraan, pajak pribadi. 
Penggelolaan yang baik diharapkan agar tidak terjadi kesalahan dalam laporan 
keuangan dan laporan fiskal pada perusahaan. Dengan berpindahnya wewenang untuk 
menetukan jumlah pajak terutang peran wajib pajak menjadi lebih besar dibandingkan 
petugas fiskus. Pengetahuan dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah 
lndonesia memilih menerapkan Self Assessment System. Kekeliruan sendiri merupakan 
kegagalan dari manusia untuk melakukan tugas yang telah didesain dalam batas 
ketepatan, rangkaian, atau waktu tertentu. 
Karina (2013) dalam penelitiannya menemukan sebesar 0,61% dari keseluruhan total 
wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang yang mengajukan 
restitusi pajak pada tahun 2011. Namun pengajuan restitusi hanya diterima setengahnya 
dari persentasi 0,61% dan jumlah rupiah pengajuan restitusi tersebut  tidak dipenuhi 
sesuai keinginan wajib pajak dikarenakan adanya kesalahan dari wajib pajak yang 
menyebabkan terjadinya koreksi pajak. Karina mengatakan hal itu disebabkan oleh 
kelalaian wajib pajak dalam menghitung jumlah Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN).kekeliruan tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman 
PKP terhadap peraturan perpajakan. 
Dan dalam penelitian Israelka (2008) menemukan masalah perhitungan dan 
pencatatan yang dilakukan oleh PT. Kaltimex Lestari Makmur yaitu atas penerimaan 
uang muka dari hasil penjualan, PT. Kaltimex Lestari Makmur belum mengakui PPN 
yang terutang karena dianggap belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), 
PPN yang terutang tersebut baru diakui pada saat dilakukan pengiriman barang. Dari 
uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menguji penelitian ini lebih lanjut dengan judul 
“Pengaruh Pengetahuan  Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Kekeliruan Dalam 
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Laporan Pajak Pertambahan Nilai ( Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Palembang)”. 
Adapun rumusan Masalah dalam penelitian ini : Bagaimana pengaruh pengetahuan 
wajib pajak badan terhadap tingkat kekeliruan dalam laporan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) di KPP Madya Palembang? 
 
1.2 Ruang Lingkup 
Fokus dari penelitian ini ialah meneliti mengenai Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak 
Badan terhadap Tingkat Kekeliruan dalam Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
Batasan penelitian ini ialah terbatas di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai adalah : Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib 
pajak badan terhadap tingkat kekeliruan dalam laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
Manfaat yang diperoleh adalah : Menambah pengetahuan terlebih mengenai PPN, 
bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi sumber informasi/ tambahan informasi, dan bagi 
KPP Madya Palembang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengetahui kendala 
daripada wajib pajak dan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja di kanto pajak.  
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pengertian Pajak 
Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. menyatakan pajak adalah iuran ke kas 
Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 
jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum.  
2.1.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai 
Menurut Muljono (2008, h.1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax 
merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada 
setiap transaksi. Nilai tambah adalah setiap tambahan yang dilakukan oleh penjual 
atas barang atau jasa yang dijual.   
2.1.3 Pengusaha Kena Pajak 
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena 
pajak dan/ atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 
2.1.4 Pengertian BKP/ JKP 
Menurut Waluyo (2012, h. 304) Barang kena Pajak adalah barang berwujud yang 
menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak 
bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-
undang PPN dan PPnBM. Dan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan 
berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang 
atau fasilitas atau kemudahan atau hak untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan 
untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan bahan dan atas petunjuk 
dari pemesan. 
2.1.5 Pengertian Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran  
Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh 
pegusaha kena pajak sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai 
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2.1.6 Dasar Pengenaan Pajak 
Menurut Waluyo (2012, h. 309) Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP/ JKP  
ialah tarif tunggal sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif PPN untuk ekspor BKP 
berwujud/ BKP tidak berwujud dan JKP sebesar 0% (nol persen). 
 
2.1.7 Faktur pajak 
Menurut Waluyo (2012, h. 315-318) Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang 
dibuat oleh PKP karena penyerahan BKP/ JKP atau bukti pungutan pajak karena 
impor BKP digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
Menyimpang dari ketentuan di atas, DJP dapat menetapkan dokumen-dokumen 
tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak : 
1. Faktur penjualan yang dikenal oleh masyarakat luas dan telah memenuhi 
persyaratan administratif. 
2. Bagi pihak yang berada di luar daerah pabean yang seharusnya membuat faktur 
pajak dapat menggunakan Surat Setoran Pajak. 
3. Terdapat dokumen tertentu dalam hal impor atau ekspor BKP. 
2.1.8 Pengertian SPT 
Menurut Mardiasmo (2011, h. 31) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang diisi 
oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran 
pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai 
dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan”. 
2.1.9 Pengertian Pengetahuan  
Menurut Setyawati (2013) Pengetahuan itu sendiri adalah hasil tahu manusia 
terhadap sesuatu, atau tindakan manusia untuk memahami suatu objek lewat indera 
dan lewat akal. 
 
2.2 Penelitian Sebelumnya  
Dalam penulisan penelitian ini penulis memiliki beberapa penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang diuraikan di 
bawah ini : Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Enam Enam Group 
Medan (Andre H Pakpahan, 2009) hasil penelitiannya perusahaan hendaknya terus 
mengikuti perkembangan peraturan perpajakan, sehingga tidak terjadi kesalahan yang 
disebabkan ketidaktahuan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Pengaruh 
Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi 
Kasus Pada KPP Pratama Boyolali).  
(Febri Timoria Kusuma Putri, 2013) hasil dari penelitianya Berdasarkan perhitungan 




3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Metodologi Penelitian 
 Pendekatan Penelitian menggunakan desain penelitian kausalitas untuk menganalisis 
hubungan sebab-akibat antara variabel independen (Pengetahuan Wajib Pajak Badan) dan 
variabel dependen (Tingkat Kekeliruan dalam Laporan PPN). Populasi dalam penelitian ini 
sebanyak 1.125 Wajib Pajak Badan dengan pengambilan sampel menggunakan rumus 
Slovin didapatlah sebesar 92 Badan yang menjadi sampel penelitian dengan teknik Simple 
Random Sampling.  
 
3.2 Pendekatan Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Dengan sumber data menggunakan 
data primer yaitu berupa kuesioner dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum KPP Madya Palembang  
4.1.1 Sejarah Singkat KPP Madya Palembang 
     Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang diresmikan oleh menteri keuangan 
Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 27 Desember 2006 di kantor pusat Direktorat 
Jenderal Pajak. Dan baru memulai pelayanannya kepada wajib pajak pada tanggal 
9 April 2007. Jenis Pajak yang dikelola terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan 
Pajak tidak langsung lainnya (PTLL). 
    Dalam rangka pelaksanaan good governance dan clean governance, Kantor 
Pelayanan Pajak Madya Palembang melakukan modernisasi yang menyangkut 
sistem administrasi modern, mulai dari memberikan fasilitas pendukung bagi 
kemudahan wajib pajak, meberikan teknologi informasi perpajakan terbaru, sistem 
informasi yang dimana wajib pajak diundang dalam seminar pajak, sarana dan 
prasarana, maupun sumber daya manusia. Sebagai implementasinya, dibentuk 3 
kantor pelayanan pajak modern yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP), KPP Madya 
Palembang yang tugas pokoknya melayani Badan Besar, dan KPP Pratama Ilir 
Barat. Kantor pajak tersebut terletak di Jl. Tasik, Kambang Iwak, Palembang, 
Indonesia, 30135. 
 
4.2 Hasil Penelitian 
4.2.1 Uji Validitas  
     Untuk mengetahui apakah setiap item-item peryataan/ pertayaan telah valid, 
dapat dilihat perbandingan antara r tabel dengan r hitung. Jika r tabel > r hitung 
maka item dinyatakan tidak valid, tetapi jika nilai r tabel < r hitung maka item 
dinyatakan valid. 
 
Tabel  4.3 Hasil Validitas Pengetahuan Wajib Pajak (X) 
 
 















       Sumber : Data Diolah SPSS, 2015 
 
      Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap peryataan dari variabel bebas 
(X) Pengetahuan wajib pajak dinyatakan valid. Hal ini dilihat dari nilai r hitung 
yang lebih besar dari nilai r tabel. 
Item r Tabel r Hitung Kesimpulan 
X1 0,1726 0,439  Valid 
X2 0,1726 0,305 Valid 
X3 0,1726 0,395 Valid 
X4 0,1726 0,427 Valid 
X5 0,1726 0,462 Valid 
X6 0,1726 0,386 Valid 
X7 0,1726 0,609 Valid 
X8 0,1726 0,675 Valid 
X9 0,1726 0,546 Valid 
X10 0,1726 0,484 Valid 
X11 0,1726 0,517 Valid 
X12 0,1726 0,498 Valid 
X13 0,1726 0,430 Valid 
X14 0,1726 0,477 Valid 
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Tabel 4.4 














         Sumber : Data diolah SPSS, 2015 
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap peryataan dari variabel 
terikat (Y) Tingkat kekeliruan dalam laporan PPN dikatakan valid. Hal ini dilihat 
dari tabel diatas yang nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel. 
4.2.2 Uji Reliabilitas  
Tabel 4.5 
Hasil Uji Reliabilitas 
 





X 0,735 0,6 Reliabel  
Y 0,878 0,6 Reliabel 
 
Sumber : Data diolah SPSS, 2015 
Di dalam tabel Cronbach’s Alpha dapat dilihat bahwa untuk variabel 
bebas pengetahuan wajib pajak badan dan variabel terikat tingkat kekeliruan 
dalam laporan PPN, nilai Cronbach’s Alpha Item lebih besar dari 0,6 sehingga 
dinyatakan reliabel. Yang dimaksudkan realibel bahwa butir peryataan penulis 
memiliki nilai yang konsisten apabila diberikan pada waktu yang berbeda. 
4.2.3 Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas  
Uji normalitas merupakan pengujian data yang untuk mengetahui apakah 
jumlah dari sampel tersebut dapat mewakili populasi. Disini penulis 
menggunakan grafik normal P-P Plot dan menggunakan uji One Sample 
Kolmogorov Smirnov. Metode grafik melihat dari penyebaran titik-titik di 
sekitar garis diagonal jika titik-titik berada di sekitar garis berarti nilai 









Item r tabel  r Hitung Kesimpulan 
Y1 0,1726 0,785 Valid  
Y2 0,1726 0,789 Valid 
Y3 0,1726 0,800 Valid 
Y4 0,1726 0,774 Valid 
Y5 0,1726 0,642 Valid 
Y6 0,1726 0,351 Valid 
Y7 0,1726 0,739 Valid 
Y8 0,1726 0,743 Valid 
Y9 0,1726 0,731 Valid 
Y10 0,1726 0,612 Valid 
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Gambar 4.2 





















Sumber : Data diolah SPSS, 2015 
   Dari grafik Normal P-P Plot diatas dapat di lihat bahwa titik-titik 
menyebar di sekitar garis, maka dapat disimpulkan nilai residual normal. 
Pengujian lain yang dilakukan untuk memastikan hasil lebih akurat, 
dilakukanlah uji One Sample Kolmogorov Smirnov yang digunakan untuk 
mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak , untuk 
mengetahuinya dapat dilihat dengan nilai sig > 0,05. 
b. Uji Heteroskedastisitas 
     Uji heteroskedastisitas ialah uji yang mengamati dan memberikan hasil 
atas varian yang tidak sama/ berbeda dengan varian lainnya.  
 
Tabel 4.7 




       
Sumber : Data diolah SPSS, 2015 
Dalam hasil yang didapatkan nilai sig. (2 tailed) 0,845 lebih besar 
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4.2.4 Uji Parsial (Uji T) 
Uji parsial digunakan untuk mengetahui hubungan variabel bebas dan variabel 
terikat secara parsial. Penelitian ini menggunakan tingkat error = 10% = 0,1. 
           Tabel 4.9  







Sumber : Data diolah SPSS, 2015 
 
Berikut kriteria dalam menentukan apakah suatu hipotesis berpengaruh atau tidak 
berpengaruh :  
1. Apabila t tabel > t hitung : maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
2. Apabila t tabel < t hitung : maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
Adapun Hipotesis dalam penelitian ini : 
Ho :Pengetahuan wajib pajak badan tidak berpengaruh terhadap tingkat 
kekeliruan dalam laporan PPN.  
Ha :Pengetahuan wajib pajak badan berpengaruh terhadap tingkat kekeliruan 
dalam laporan PPN.  
     Untuk uji dua arah 0,1 / 2 = 0,05 df = n-k-1. df =92-1-1 = 90.  Maka t tabel 
sebesar -1,662 dan dari  output yang di dapat t hitung sebesar -6,740 dan 
signifikansi 0,000. Berdasarkan perbandingan yang dilihat penulis t hitung > t 
tabel (-6,740 >  -1,662) dan signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak dan 
Ha diterima. Kesimpulannya pengetahuan wajib pajak badan berpengaruh 
terhadap tingkat kekeliruan dalam laporan PPN.  
4.2.5 Analisis Regresi Linear Sederhana  
     Analisis  Regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui hubungan 
secara linear antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat.  
Tabel 4.10 










          Sumber : Data diolah SPSS, 2015 
 
Persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut: 
Y= a + b.X + e 
Y = 47,601 -  0,489. X + e 
 
Model t Sig. 
1 (Constant) 11,851 ,000 








B Std. Error Beta 
1 (Constant) 47,601 4,016  
PENGETAHUAN 
WP 
-,489 ,073 -,579 
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Keterangan: 
Y = Kekeliruan dalam laporan PPN  
a  = Konstanta nilai Y saat X = 0 
b = Koefisien regresi 
X = Pengetahuan wajib pajak badan  
e = Error  
     Berdasarkan analisis regresi linear sederhana diatas dapat penulis artikan jika 
pengetahuan nilainya adalah 0 maka tingkat kekeliruannya nilainya sebesar 
47,601. Dan jika setiap peningkatan pengetahuan wajib pajak sebesar 1 maka 
tingkat kekeliruan juga akan menurun sebesar -0,489. 
4.2.6 Koefisien Determinasi (R2) 
     Koefisien determinan menjelaskan seberapa besar sumbangan variabel bebas 
yaitu pengetahuan wajib pajak badan terhadap variabel terikat yaitu tingkat 
kekeliruan dalam laporan PPN.  
     Tabel 4.8 







Sumber : Data diolah SPSS, 2015   
Pada kolom kolerasi berganda menunjukkan nilai korelasi antara  
variabel X dan variabel Y. Di dalamnya terdapat nilai kolerasi sebesar 0,579 
yang artinya terjadi hubungan kolerasi yang erat antar variabel. Dalam R 
Square sebesar  33,5 % pengaruh pengetahuan wajib pajak pada tingkat 
kekeliruan dalam laporan PPN sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diadopsi oleh penulis yaitu sosialisasi, pemahaman, faktor tekanan 
SDM, faktor lingkungan, pengendalian intern. 
 
4.3 Pembahasan  
Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t), hasilnya Ho ditolak dan Ha 
diterima karena t hitung > dari t tabel  yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib 
pajak berpengaruh terhadap tingkat kekeliruan dalam laporan PPN. Jika pengetahuan 
wajib pajak badan meningkat maka tingkat kekeliruan dalam laporan PPN pun akan 
menurun, dan juga sebaliknya jika pengetahuan wajib pajak badan menurun maka 
tingkat kekeliruan dalam laporan PPN pun akan meningkat. 
Pengetahuan diketahui sebagai hasil tahu manusia terhadap suatu hal atau hasil 
tahu dari pemahaman manusia yang diaplikasikan ke dalam kegiatannya. Dalam suatu 
organisasi, pengetahuan dan pemahaman yang luas sangatlah diperlukan sebagai modal 
utama dalam menunjang aktifitas perusahaan, tetapi jika wajib pajak tidak mengetahui 
peraturan perpajakkan hasil laporan pajak pun cenderung akan salah atau keliru. 
Adapun beberapa faktor yang menghambat tercapainya pengetahuan wajib pajak, 
yaitu salah satunya bisa disebabkan dari tingkat pendidikan, pengalaman, sosialisasi, 
kesadaran dan kemauan sumber daya manusia untuk menyerap informasi. 
Dengan pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan analisis yang baik dari wajib 
pajak serta komunikasi antar atasan dengan bawahan secara positif dapat meningkatkan 
kinerja organisasi dan juga dapat memperkecil beban perusahaan, seperti dalam 
pembuatan laporan PPN. Dengan adanya inisiatif dari wajib pajak badan untuk 
membuat sendiri laporan PPN, tentunya harus ditunjang dengan pengetahuan yang 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,579a ,335 ,328 4,108 
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memadai agar terhindar dari koreksi fiskus yang disebabkan dari kekeliruan 
pengetahuan yang dimiliki. 
Atas pengetahuan yang dimiliki dari berbagai media, lingkungan, pengalaman 
yang telah didapat dan juga dari sosialisasi yang diberikan oleh pihak pajak diharapkan 
terjadinya feedback yang sangat baik bagi perusahaan. Dengan memiliki pengetahuan 
yang sangat baik suatu organisasi mendapatkan benefit yang luar biasa, salah satunya 
laporan PPN yang benar akan meningkatkan citra daripada perusahaan sendiri kepada 
pihak pajak dan masyarakat setempat. 
Dari hasil analisis di kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak badan yang 
terdaftar di KPP Madya Palembang, penulis memiliki pengertian bahwa tingkat 
kekeliruan sudah jarang terjadi di KPP Madya Palembang, hal ini menunjukan bahwa 




 Penelitian ini dilakukan sehubungan dengan penelitian sebelumnya yang 
mengatakan bahwa kekeliruan dalam laporan PPN tersebut disebabkan oleh kurangnya  
pengetahuan wajib pajak sendiri. Maka Peneliti mengambil variabel tersebut untuk 
mengetahui hubungan antara pengetahuan wajib pajak badan dengan tingkat kekeliruan 
dalam laporan PPN. Dari hasil pengujian atas data kuesioner, disimpulkan bahwa 





1. Bagi Pihak KPP Madya Palembang 
      KPP Madya Palembang sering menyediakan sosialisasi pajak bagi wajib pajak 
dan masyarakat mengenai pembaharuan pajak, baik di tempat lingkungan pajak dan 
juga terkandang ke beberapa sekolah tinggi. Walaupun pihak pajak sudah 
melakukan kegiatan sosialisasi pajak, diharapkan kedepannya pihak pajak lebih 
banyak bersosialisasi mengenai bermacam-macam pajak dan bisa dimana saja, 
kapan saja dan dapat dilakukan sosialisasi yang lebih intens. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
     Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna maka dari itu 
penulis berharap peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian 
seperti menambah variabel penelitian. 
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